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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR 2 TAHUN 1998
TENTANG
PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI
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bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No-
mor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Pajak Pertunjukan dan Kera-
maian Umum diubah menjadi Pajak Hiburan ;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting-

kat II Pati Nomor 14 Tahun 1989 tentang Pajak

Pertunjukan dan Keramaian Umum perlu disesuai-
kan ;

bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagai-
mana dimaksud huruf b, perlu mengatur kembali
Pajak Hiburan yvang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah.

Undang—-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pehbentukan. Daerah—-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) ;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan 7 Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3037)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3684) ;

4. Undang . ﬁ i



Menstapkan

4. Undang-undang MNomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Dasrah dan Retribusi Daerah (lLembaran
Megara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Megara momor 3685) i

b2l

Yo Undang-undang  Momor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan  Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Megara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Megara MNomor 36860

&, Peraturan  Pemerintah Momor 19 Tahun 137

tentang  Pajak Dasrah { Lembaran Megara Tahun
997 Momor 54, Tambahan Lembaran Megara MNomor

)3

7. keputusan Menteri Dalam Negeri Momor 170 Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak
Dasrah o

&, Keputusan Menteri Dalam Megeri Nomor 173 Tahun

1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di

Fidang Pajak Dasrah g

9. Peraturan Dasrah Kabupaten Daerah Tingkst 11
pati  Homor 30 Tahun 1989 tentang  Penyidik

Pegawai Megeri Sipil i Lingkungan Pemerintah

Dasrah Kabupaten Dasrah Tingkat I1 Pati.
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PERATURSH DAERAM KABUPATEN DAERAH TIMGKAT II PATI
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Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan :

&

b

€2
]

Dasrah adalah EKabupaten Dasrah Tingkat 11X

Pati i

Femerintah Dasrah adalab Pemerintah Kabupaten

Daarah Tingkat 11 Pati

Bupati Kepala Dasrah adalah Bupati Kepala

Dasrah Tingkat II Pati

Dinas Pendapatan Daesrah adalah Dinas Pendapa-

tan Daesrah Kabupaten Dasrah Tingkat 11 Pati 3

Pajak Hiburan yvang selanjutnya disebut pajak
adalah  pungutan dasrah  atas penveleanggaraan

hiburan

Hiburan adalah semua jenis  pertunjukan, dan
atau kKeramaian, dengan nama dan bantuk  apapun
vang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang
dengan dipungut bavaran, tidak termasuk  peng-

gunaan Fasilitas untuk berolah raga

FPenvelenggara hiburan adalah perorangan atau
badan vang menvelenggarakan hiburan baik untuk
dan  atas namanva sendiri atau untuk dan  atas

nama pihak lain vang menjadi tanggungannya

Penonton  atau penguniung adalah setiap orang
vang  menghadiri suatu hiburan  untuk melihat
dan  atau mendengar atau menikmatinva atau
menggunakan  fasilitas wang disediakan oleh
penyelenggara  hiburan kecuall penvelenggara,
kKaryvawan, artis dan petugas vang menghadiri

untuk melakukan tugas pengawasan 3

i. Tanda u.;q,,
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Tanda HMasuk adalah suatu tanda atau alat vang
sah  dengan  nama dan dalam bentuk apapun vang
dapat  digunakan untuk  menconton, menggunakan

atau menikmati hiburan

Surat FPemberitahuan Pajak Daerah W ang
selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat  wang
digunakan oleh Wajibk Pajak untuk melaporkan
penghitungan  dan pembayvaran Pajak WE NG
terutang menurut Peraturan  Perundang-undangan

Perpajskan Dasrah

Surat  Setoran Pajak Daerah wvang selanjutnva
disingkat $SPD, adalah surat wang digunakan
oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembavaran
atau penvetoran pajak wvang terutang ke Kas
Dasrah  atau ke tempat lain vang ditetapkan

aleh Bupati Kepala Daerab.

Surat Ketetapan Pajak Dasrah wang selanjutnwva

dizingkat SKPD adalah Surat Keputusan wvang

mensntukan besarnya Jumlah pajak Yang
terutang o

Zurat Ketetapan FPajak Dasrah Kurang Bavar yang
selanjutnyva  disingkat SKPOKB  adalah Surat
Feputusan  vang menentukan  besarnva Jumlah
pajak  wang  terutang, Jumlah  kKredit pajak,
Jumlah  kekurangan pembavaran pokok pajak,
besarnva sanksi administrasi dan ﬁumlah W AN

masih harus dibavar

Surat  Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bavar

Tambahan, wang selanjutnva disingkat SKRPDEKRT,

adalah Surat Keputuzan vang menentukan  tamba-~
h

han atas jumlah pajak vang telah ditetapkan.

G Surat Nuﬁs,w“
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Surat Ketetapan Pajak Dasrah Lebih Bayvar, wang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat
Keputusan vang menentukan  jumlah kelebihan
penbayvaran pajak Karena jumlah kredit pajak
lebih besar dari pajak terutang atau  tidak

seharusnya terutang i

Surat Ketetapan Pajak Daerah ©Nihil, wang
selanjutnyva disingkat SKRPOMN, adalah Surat
Keputusan wvang menentukan jumlah pajak wvang
terutang sama besarnva dengan kredit pajak,
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit

pajak ;

surat  Tagihan Pajak Daerabh wang selanjutnya
disingkat STPD adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa

bunga dan atau denda.

Pejabat  adalah  Pejabat yang ditunjuk oleh

RQupati Kepala Dasrah Tingkat II Pati

b

HaMs, OBYER Dol SUBYERK PAJAK

(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas
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pernyelenggaraan hiburan.

Oyl Pajak  adalah  semua penyvelenggaraan

Biburan.

Miburan =sebagaimana dimaksud pada avat (2)

Pasal ini antara lain :
a. Pertunjukan film g
b. Pertunjiukan kesenian dan sejenisnya ;

. Pagelaran musik dan tari ;

od. Diskotik ”ulﬁn,m



